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Bermula dari silang pendapatan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah dalam menentukan
bentuk divestas atas pembelian 7% saham divestasi PT NNT 2010 oleh Pemerintah melalui Pusat Investasi
Pemerintah (PIP). Divestas tersebut dimaknai Pemerintah sebagai Investasi Pemerintah berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, sedangkan menurut DPR divestas
tersebut merupakan Penyertaan Modal Negara sebagaimanadiatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang memerlukan persetujuan DPR. Adapun
permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengertian Investasi Pemerintah dan Penyertaan
Modal Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan; mekanisme pelaksanaan Investasi Pemerintah
dan Penyertaan Modal Negara; dan bentuk divestasi ssham PT NNT. Untuk menjawab permasalahan
tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dan analisa data deskriptif-analitis. Penelitian
menunjukan bahwa pembelian divestasi saham PT NNT oleh Pemerintah melalui PIP merupakan Investasi
Pemerintah dalam bentuk surat berharga, tanpa perlu meminta persetujuan DPR. Hal ini karena dana
divestas yang berasal baik murni dari APBN maupun yang berasal dari keuntungan BLU telah melalui
mekanisme pembahasan RAPBN dan mendapat persetujuan dari DPR. Sedangkan penggunaan keuntungan
BLU PIP, untuk menutup kebutuhan dana divestasi, perlu melalui mekanisme APBN dan persetujuan DPR.
Hal ini disebabkan karena keuangan BLU merupakan keuangan negara, yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari kementerian induknya yaitu Kementerian Keuangan, yang dalam perencanaan kerja dan
anggaran merupakan satu kesatuan dengan rencana kerja kementerian keuangan.

...... Beginning from the crossing of argument between the House of Representatives (DPR) and the
Government in determining the form of divestment for the purchase of 7% of PT NNT 2010 divested shares
by the Government through the Government Investment Center (PIP). The Divestment means Government
as Government Investment based on Government Regulation Number 1 of 2008, while according to DPR
the divestment is State Equity Participation as regulated in Article 24 paragraph (2) of Law Number 17 year
2003 and Article 41 of Law Number 1 year 2004 is further elaborated in Government Regulation Number 6
of 2006 that requires DPR approval. The problems of this study are the definition of Government Investment
and State Equity Participation based on legislation; the mechanism for implementing Government
Investment and State Equity Participation; and concept of divestment of PT NNT shares. To answer these
problems, juridical-normative legal research methods are used and data analysis is descriptive-analytical.
The results this study show that the purchase of PT NNT shares divestment by the Government through PIP
is Government Investment in the form of securities, without DPR's approval. Thisis because the divestment
funds from APBN or BLU's profit have gone through a mechanism for discussing the RAPBN and getting
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approval from the DPR. Thisis because the BLU finance is state finance, which is an integral in work
planning and budgeting of Ministry of Finances work plan.



